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ABSTRAK
KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA DI KOTA MEDAN

Oleh :
Rismanto J Pusba *

Iman Jauhari~
Elvi Zahara Lubis

Kota Medan yang merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia yang
berpenduduk + 2,8 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut memiliki potensi pasar
peredaran gelap psikotropika. Untuk itu pelu diadakan penelitian mengenai
Bagaimana sistem peredaran psikotropika di kota Medan, penerapan sanksi pidana
terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di kota Medan serta efektifitas sanksi
pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di kota
Medan ?

Jenis penelitian yang digunakan sebagai desain penelitian adalah
penelitian yudiris normatif artinya penelitian yang menitikberatkan pada studi
kepustakaan, dan didukung juga oleh data di lapangan.

Sistem peredaran psikotropika di Kota Medan, terbagi dalam 2 (dua)
bagian yaitu yang legal dan ilegal/peredaran gelap psikotropika. Penerapan sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di kota Medan, secara umum
sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimulai dari
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan serta penempatan di Lembaga
pemasyarakatan. Efektifitas penerapan sanksi pidana yang dirumuskan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam upaya pemberantasan
tindak pidana psikotropika di kota Medan dirasakan belum efektif, dikarenakan
penegakan hukum yang lemah dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika belum mencerminkan suatu
aturan hukum yang memiliki daya tangkal/mencegah sekaligus memberikan efek
jera bagi orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana psikotropika.

Sanksi pidana yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-
undangan diharapkan sebagai pamungkas, karena sanksi pidana adalah merupakan
upaya terakhir atau ultimum remedium sehingga sanksi pidana harus memiliki
efek pencegahan untuk seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan tindak
pidana dan efek jera bagi orang yang sudah melakukan tindak pidana.

Kata Kunci :
- Psikotropika
- Tindak Pidana
- Kota Medan
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dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari
bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempumna dan
masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika yang
diundangkan pada tanggal 11 Maret 1997, dengan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Adapun tujuan dari pengaturan dibidang
psikotropika adalah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan
pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan
psikotropika serta memberantas peredaran gelap psikotropika.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor S Tahun 1997 tentang
Psikotropika, di Indonesia telah dikenal peraturan obat bius (Verdovende
Midddlen @rdonnantie Staatsblad Nomor 278 jo Nomor 536)".

Peraturan perundang-undangan ini materi hukumnya hanya mengatur
mengenai perdagangan dengan pengunaan narkotika, sedangkan tentang
pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak
diatur. Pada tahun 1961 Indonesia ikut menjadi negara peserta dari konvensi
tunggal narkotika 1961 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976.
Penyelengaraan konferensi tentang psikotropika yang dilaksanakan oleh The
United Nations Conference for The Adoption of Protokol on Psychotropic
Tahun 1971 di Wina yang menghasilkan Convention Psychotropic Substances
1971 yang oleh pemerintah Indonesia disahkan menjadi Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1996

Psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat

dibidang pengobatan atau dibidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat

' Siswantoro Sunarso, Penegakan hukum Psikotropika, PT. Raja Grafindo Persada,
lzkarta, 2004, halaman 107.

2 Ibid, halaman 1.

1
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merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat
dan seksama. |
Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor S5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika menyebutkan bahwa peredaran psikotropika di Indonesia dilihat dari
aspek yuridis adalah sah keberadaanya, namun dalam kenyataan empiris
pemakaianya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan yang
pada akhirnya membawa kencenderungan pada sikap dan tingkah laku kriminal.
Hal tersebut berdasarkan asumsi bahwa terdapat korelasi antara para
pengkonsumsi Psikotropika dengan sikap negatip yang ditimbulkan.
Pasal 46 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur
tentang fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Pembinaan yang
dilakukan oleh pemerintah adalah terhadap segala kegiatan vang berhubungan
dengan psikotropika yang diarahkan untuk :
Terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayaan kesehatan
dan ilmu pengetahun ;

2. Mencegah terjadinya penyalahgunan psikotropika ;

3. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian vang dapat
menimbulkan ganguan dan/atau peredaran gelap psikotropika ;

<. Memberantas peredaran gelap psssikotropika ;

(W'

Mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam
kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika ;
Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan

teknologi dibidang psikotropika guna kepentingan pelayaan kesehatan.
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